
1. Undang-Undang Nomor 13 T ahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~12) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 T ahun 1994 tentang Perubahan Alas 
Undang-Undang Nomor 12 Ta'iun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 lentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Alas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Alas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988): 

4. Undang-Jndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-i.Jndang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, 
T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

bahwa memenuhi ketenluan Pasal 9 Peraluran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2010, pertu ditetapkan Peraturan 
BupatJ tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupalen Klalen Tahun Anggaran 2010 sebagai rincian lebih 
lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 201 O; 

BUPATI KLATEN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN 

TAHUN ANGGARAN 2010 

PERATURAN BUPATI KLATEN 
NOMOR 20 TAHUN 2011 

BUPATI KLATEN 

Meng1ngat 

Menimbang 

• 

• 



• 

, • Jodzng-Undang Nomor 22 T ahun 2003 ten tang Susunan dan Kedudukan Majefis 
cermusyawaratan Ra~yat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Peiwakilan Daerah 
dan De,tan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
"ahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4310 ); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400 ); 

11. Undang-Undang Nomor 25 T ahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20()4 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4422). 

14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5049); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950; 

16. Peraturan Pemerimah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 lentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 T ahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga A:as Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan 
Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

• 



• 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tenlang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

24. Peraturan Pemerinlah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Alas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

29. Peraturan Menten Oalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara 
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara 
Serta Penyampaiannya; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 

31 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah kabupaten Klaten Tahun 
2009 Nomor 10, T ambahan Lembaran Daerah Nomor 49); 

32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2006 tentang Kebijakan Akuntansi; 
33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten; 
34. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatausahaan 

Bendahara Pemerintah Kabupaten Klaten; 
35. Peraturan Bupali Klaten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Dae rah Tahun Anpqaran 2010; 
36. Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah T ahun Anggaran 2010 
37. Peraturan Bupatl Klaten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapstan dan Belanja Daerah Tahun An J~.Jran 2011; 

• 



Rmgkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 
lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan Bupatl ini. 

Pasal 2 

Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan Rp. 62.793.184.023,00 

46.909.290.688.00 

Rp. 66.374.255.188,00 
Rp. 19.464.964.500.00 

Ro. 

Ro. 15.883.893.335,00 

Rp. 12.482.639.663,00 
Rp. 89.587.909.599,00 
Rp. 40.141.788.238.00 

Rp. 142.212.337.500.00 
Rp. 1.044.293.155.619,00 

Rp. 806. 7 46.958.986.00 
Rp. 1.000 822.381.00 
Rp. 0,00 
Rp. 17.293.045.998.00 
Rp. 39.252.767.000,00 
Rp. 403.850.582,00 
Rp. 36.844.253.172,00 
Rp. 539.120.000.00 

Rp 902.080.818.119,00 

Rp. 54.886.005.749,00 
Rp. 845.975.281.673,00 
Ro. 159.315.761.532.00 

Rp. 1.060.177.048.954,00 

C. Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Neto 

Surplus I (Oefisit) 

Jumlah Belsnja 

b. BelanJa Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

8. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunge 
3) BelanJa Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bag, Has» 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga 

A. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 

Jurnlah Pendapatan 

Laporan realisasi anggaran Tahun anggaran 2010 terdiri alas : 

Pasal 1 

e-e:a:i<an P::R;.~uqAN BUPA-1 KLATEN TENTANG PENJABARAN 
OE~-A~GGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANG GARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN 
TAHUN ANGGARAN 2010. 

MEMUTUSKAN : 

• 

• 
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BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2011 NOMOR 17 

INDARWANTO 

D1undangkan di Klaten 
pada tanggal 12 Juli 2011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

SUNARNA 

...... 

K LAT EN, BUPATI 

Diletapkan di K I a I e n 
pada tanggal 12 Juli 2011 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Belita oaeran Kabupaten Klaten . 

Peraturan Bupati Klaten ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan. 

Pasal 6 

Lampiran sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak 
terpsankan dari Peraturan Bupati Klaten ini. 

Pasal 5 

Peniabaran taporan reafisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum 
dalam Lampran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

• 

• 

• 

• 




